Meni
a.

KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT POLI SI BERSERAGAM
(FORMED PQLI CE UNI T/ FPU) | NDONESI A
DALAM M SI PEMELI HARAAN PERDANVAI AN DI DARFUR, SUDAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang :
bahwa dalam rangka ikut nelaksanakan ketertiban dunia
berdasar kan kenerdekaan, perdanmaian abadi, dan keadilan
sosi al sesuai dengan Alinea |V Penbukaan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penerintah Republik
| ndonesi a senantiasa berperan aktif dalam ikut mewjudkan
per damai an duni a;
bahwa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
sebagai mana ditetapkan dalam Resol usi Dewan  Keamanan
Per seri kat an Bangsa- Bangsa/ DK PBB Nonmor 1769 Tahun 2007 yang
menberi kan mandat kepada United Nations Departnent of
Peacekeeping QOperations/ UNDPKO untuk nel aksankan Hybrid
Qperation/ Operasi gabungan antara PBB dan Uni Afrika/ AM S
(African Union Mssion In The Sudan) di Darfur, Sudan dengan
nana United Nations Africa Mssion In Darfur/UNAM D yang
dimulai tanggal 1 Januari 2008 dengan nelibatkan 19.555
personel mliter dari Uni Afrika, 3.772 personel Polisi dan
19 FPUY,
bahwa atas permntaan Sekretaris Jenderal Per seri kat an
Bangsa- Bangsa kepada Penerintah Republik Indonesia agar
Republ i k I ndonesia dapat ikut serta dalam msi Peneliharaan
Perdamai an di Darfur, Sudan dan hasil pertenuan konsultasi
antara Penerintah dengan Dewan Perwakil an Rakyat pada tangga
24 Januari 2008 dipandang perlu nengirinkan Satuan Tugas
Formed Police Unit (FPU) Indonesia untuk msi Peneliharaan
Per damai an di Darfur, Sudan;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas ada huruf a,
huruf b, dan huruf c, dipandang perlu nenetapkan Keputusan
Presiden tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Forned
Police Unit/FPU | ndonesia dalam m si Peneliharaan Perdanai an
di Darfur, Sudan;

Mengi ngat

1
2.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonmor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor
156, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3882);
Undang- Undang Nonor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republ i k I ndonesia (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2002 Nonor 2, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 4168);

Keputusan Presiden Nonmor 80 Tahun 2003 tentang Pedonman



Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penerintah, sebagai mana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presi den Republik Indonesia Nonmor 96 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:

KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM
(FORMED POLICE UNT/FPU) |INDONESIA DALAM M SI  PEMELI HARAAN
PERDAMAI AN DI DARFUR, SUDAN

PERTAMA :

Menbentuk Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Forned Police
Uni t / FPU) I ndonesia yang selanjutnya disebut dengan "FPU
| Ndonesi a" untuk bergabung dalam UNAM D guna nel aksanakan M s
Perel i haraan Perdamai an di Darfur, Sudan.

KEDUA:

Kebi j akan dal am rangka penyi apan dan pel aksanaan tugas oper asi onal
FPU | ndonesi a sebagai mana di maksud dal am Di kt um PERTAMA di t et apkan
ol eh Kepal a Kepolisian Negara Republik | ndonesi a.

KETI GA :

Dal am rangka penyiapan dan pel aksanaan tugas operasional FPU

| ndonesi a, Kepolisian Negara Republik |Indonesia nel akukan :

1. Sel eksai 140 personel Polri untuk bergabung dalam Satuan
Tugas FPU I Ndonesi a;

2 Pel ati han pra operasi untuk pelaksanaan tugas operasional
Sat uan Tugas FPU I ndonesi a;

3 Proses pengadaan peral atan dan perlengkapan perorangan dan
kesat uan yang di perl ukan Satuan Tugas FPU | ndonesi a;

4. Koor di nasi dengan Menteri Luar Negeri untuk persiapan dan
pel aksanaan tugas operasi onal Satuan Tugas FPU I ndonesi a;

5 Koor di nasi dengan Menteri Keuangan untuk penyiapan Dukungan
Anggaran guna nendukung penyiapan dan pel aksanaan tugas
oper asi onal Satuan Tugas FPU | ndonesi a;

6. Pengendal i an dan penantauan pel aksanaan tugas operasional
Satuan Tugas FPU Indonesia selama nel aksanakan mi si
penel i haraan perdanmai an di Darfur, Sudan.

KEEMPAT :
Menteri Luar Negeri, nelakukan
1. Koor di nasi dengan PBB berkaitan dengan penyiapan dan

pel aksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU I|ndonesia
sebagai mana di maksud dal am Di kt um PERTANA;

2. Koor di nasi dengan Kepal a Kepol i si an Negara Republik | ndonesia
ber kai tan dengan Mandat Resol usi Dewan Keamanan PBB Nonor
1769 Tahun 2007;

3. Koor di nasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala Kepolisian
Negara Republ ik I ndonesia dal am proses rei nbursenent dari PBB
atas bi aya operasi onal Satuan Tugas FPU | ndonesi a.

KELI MA :
Ment eri Keuangan, nel akukan :



1. Koor di nasi dengan Kepal a Kepol i si an Negara Republik | ndonesi a
dal am penyedi aan dukungan anggaran yang diperlukan untuk
penyi apan dan pel aksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU
| ndonesi a;

2. Koor di nasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepal a Kepolisian
Negara Republik I ndonesia dal am nel akukan rei nbursenent dari
PBB at as bi aya operasi onal Satuan Tugas FPU | ndonesi a.

KEENAM :

Anggar an penyi apan dan pel aksanaan tugas operasi onal Satuan Tugas
FPU I ndonesi a dal am m si penel i haraan perdamai an di bebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PBB nelalui proses
rei mbur senent .

KETUJUH :

Ketentuan |ebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pel aksanaan
Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri,
Menteri Keuangan dan Kepal a Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai |ingkup tugas dan kewenangan nasi ng- nmasi ng.

KEDELAPAN :
Keput usan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Pebruari 2008

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



